
SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2020 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, sebagaiaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019, Kecamatan merupakan salah satu dari

perangkat daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan

Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan

Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, dan untuk

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Kabupaten Way Kanan yang lebih efektif dan efisien,

maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way

Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

c.bahwa...
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Way Kanan;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
5.Peraturan...
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan...
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Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan

Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan

Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan (Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way

Kanan Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal ...
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Pasal I
Ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a Kecamatan Blambangan Umpu, Tipe A;

b. Kecamatan Pakuan Ratu, Tipe A;

c. Kecamatan Baradatu, Tipe A;

d Kecamatan Kasui, Tipe A;

e. Kecamatan Banjit, Tipe A;

f Kecamatan Bahuga, Tipe A;

g Kecamatan Way Tuba, Tipe A;

h Kecamatan Negeri Agung, Tipe A;

i Kecamatan Rebang Tangkas, Tipe A;

j. Kecamatan Gunung Labuhan, Tipe A;

k Kecamatan Negara Batin, Tipe A;

1 Kecamatan Negeri Besar, Tipe A;

m. Kecamatan Buay Bahuga, Tipe A;

n Kecamatan Bumi Agung, Tipe A; dan

o. Kecamatan Umpu Semenguk, Tipe A;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG: 03/1105/WK/2020
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN

2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten

Way Kanan membawa perubahan yang signifikan terhadap

pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi

dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai

dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan

dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional,

proporsional, efektif, dan efisien.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya

urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas

wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta

besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan

oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan

jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari

variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah

penduduk,luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja

Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis

yang...
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yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 % (delapan
puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun
variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai
200 (dua ratus) sampai dengan 1000 (seribu).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah
dalam menata Perangkat Daerah secara efïsien, efektif, dan rasional
sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-
masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan

Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang berbunyi “Pembentukan
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan
administratif”. Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam upaya penguatan dan

memberikan legalitas terhadap keberadaan Kecamatan Umpu

Semenguk, maka ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan

Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan

agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat lebih berdaya

guna dan berhasil guna. Adapun telah dilakukan perhitungan

terhadap besaran organisasi kedua Kecamatan sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, dengan hasil:

a. Kecamatan Blambangan Umpu dengan hasil perhitungan beban

kerja sebesar 737 atau Kecamatan Tipe A;

b. Kecamatan Umpu Semenguk dengan hasil perhitungan beban

kerja sebesar 737 atau Kecamatan Tipe A.

Sehingga...
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Sehingga berdasarkan dengan ketentuan dimaksud maka perlu
dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 183
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